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Abstract : Traffic accidents are a very serious heaimb{em in the world which causes death and is ranked 9th
in the world. Indonesia is ranked 5th in the world as the country with the highest traffic accident rate. This
research aims to determine the application of criminal sanctions by judges to perpetrators of criminal traffic
accidents that result in death. The location for data collection in this research is zmw Deli Serdang Police
Traffic Unit Gakkum Unit which is located on J1. Sudirman,a?. 18. Lubuk Pakam, North Sumatra, Indonesia.
The type of research used in this research is empirical research, namely legal research carried out by
examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials
and tertiary legal materials. These matfs are arranged systematically, studied, then a conclusion is drawn in
relation to the problem being studied. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative
analysis. Based on the results of remrch conducted by Government Regulation no. 37 of 2017 also strengthens
the importance of supervision and law enforcement in the field of traffic safery, underlining the need for wraffic
engineering and improved traffic management to prevent accidents. The research concludes that legal
regulations are adequate, but their implementation in the field still requires .s?remening, especially in
consistently enforcing criminal sanctions. In decision 1271/Pid Sus/2022/PN/Lbp, there are a number of
important factors which are the judge's main considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of
traffic accidents that cause death. First, the defendant's negligence factor is the main key in determining
sanctions. The judge considered that the defendant's negligence, who was driving the veae while tired and
sleepy, was the main cause of the accident. Crimes related 1o traffic accidents also refer to Articles 359 and 360
of the Criminal Code for cases involving death or injury due to negligence. Obligations for public transport
companies involved in accidents are also regulated in the LLAJ Law, which includes the obligation to
compensate passengers m@m‘s owners. The implementation of this law shows that even though the rules have
been stipulated in detail, the effectiveness of law enforcement is still influenced by I@m‘brfemem facilities
and infrastructure as well as c‘mmmily behavior in complying with applicable rules. It can be concluded that
the Criminal Code _(EHP) and Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has provided
a clear legal basis. Arricﬁ.SQ of the Criminal Code regulates negligence that results in the death rmodwr
person with the threat of a prison sentence of up to five years. In decision 1271/Pid Sus/2022/PN/Lbp, there are
a number of important factors which are the judge's main considerations in imposing criminal sanctions on
perpetrators of traffic accidents that cause death. In its application the judge imposed a lighter sentence
compared to the maximum sentence regulated in Article 310 paragraph (4) of the Traffic Law, although he still
took into account the serious consequences of the defendant's negligence which caused the fatal accident.
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Abstrak. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan yang sangat serius di dunia yang menyebabkan
kematian dan berada pada peringkat 9 dunia. Indonesia menempati peringkat ke 5 di dunia sebagai negara
dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi
Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.
Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adal i Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang
yang berada di JI. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara Indonesia. leniggenelitian yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau @@ta sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun sec sistematis, dikaji, kemudian ditarik
suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 juga memperkuat pentingnya peng awasan dan penegakan hukum
di bidang keselamatan lalu lintas, menggarisbawahi perlunya rekayasa lalu lintas dan perbaikan manajemen
lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perundang-
undangan sudah memadai, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan, terutama
dalam menegakkan sanksi pidana secara konsisten. Dalam putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat
sejumlah faktor penting yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada
pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pertama, faktor kelalaian terdakwa menjadi kunci
utama dalam penentuan sanksi. Hakim memandang bahwa kelalaian terdakwa, yang mengemudikan
kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk, merupakan penyebab utama kecelakaan. Tindak pidana
terkait kecelakaan lalu lintas juga mengacu pada Pasal 359 dan 360 KUHP bagi kasus yang melibatkan kematian
atau luka-luka akibat kelalaian. Kewajiban bagi perusahaan angkutan umum yang terlibat dalam kecelakaan
juga diatur dalam UU LLAJ, yang mencakup kewajiban mengganti kerugian kepada penumpang atau pemilik
barang. Implementasi hukum ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan secara rinci,
efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh sarana dan prasarana gak hukum serta perilaku
masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah
menyediakan landasan hukum yang jelas. Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan
matinya orang lain dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Dalam putusan
1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pada
penerapan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang
diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas, meskipun tetap memperhatikan seriusnya akibat dari kelalaian
terdakwa yang menyebabkan kecelakaan fatal.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Mengakibatkan Kematian

1. LATAR BELAKANG

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung
pembawnan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Das&Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus
dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban
berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolo% otonomi daerah, serta akuntabilitas
penyelenggaraan Negara. Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14
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Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi

nasional,

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung
jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan
transparan schingga penyelenggaraan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan dapat terlaksana
dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penajaman aﬁ dan tujuan UU No. 22 Tahun 2009 juga diformulasikan, selain untuk
menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu
dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian
nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa. Karena itu aspek keamanan mendapatkan perhatian yang

ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih
tegas.Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda
yang relatif lebih ringan.Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan
dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat.Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan
efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi
pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan
bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian
denda Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat
atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan
hukum diterapkan system penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa

pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu
negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan 3 (tiga) hal yaitu:
Perbuatan yang dilarang éau tidak boleh dilakukan disertai sanksi pidana bagi yang
melanggar (criminal act). Kapan dan dalam hal apa kepada yang melanggar dapat dikenai
sanksi pidana (criminal responsibility). Serta bagaimana sanksi pidana yang diancam dapat

ditetapkan pada yang melanggar (criminal proscedure)
Di Indonesia terkhusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

memuat beberapa delik kealpaan yang salah satunya yang ada pada Pasal 359 KUHP yang




berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Secara
garis besar, kesengajaan dan kealpaan membawa konsekuensi yang berbeda terhadap
penjatuhan sanksi pidananya. Kealpaan pada umumnya memiliki sanksi pidana yang lebih
ringan dari kesengajaan, karena dalam kealpaan tidak ada sikap batin jahat (mens rea) atau

kesalahan yang mutlak.

Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu
lintas yang mengakibatkan kematian menjadi sebuah kontroversi yang mendalam dalam
analisis hukum. Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seringkali menjadi kasus yang
memilukan di masyarakat, menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Namun, ketika
menimbang sanksi yang seharusnya diberikan, hakim harus mempertimbangkan berbagai

aspek yang kompleks.

Dalam Penerapan Pasal 310 ayat (4) yakni dalam prakteknya dapat pula ditemukan
pada Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/PnMdn yang didalamnya menerangkan Fais
Faturrahman sebagai terdakwa yang merupakan seorang supir Mopen (Motor Penumpang)
atau Angkutan Umum karena kelalaiannya atau kurang hati hatinya dengan berusaha
mendahului Avanza didepannya melalui jaluh kiri sehingga menabrak Rudi Aguswar yang
pada saat mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam BK 3644 AUG dan datang

dari arah yang sama dengan terdakwa yang kemudian meninggal dunia

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan
suatu penelitian dengan judul Skripsi Skripsi : “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian
Putusan 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang”.

2. KAJIAN TEORITIS
Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istiah yang berasal dari bahasa belandﬁaim “Strafbaar
feit” yang memiliki beberapa pandangan bervariasi dalam bahasa indonesia seperti: perbuatan
pidana, peristiwa pi&na, tindak pidana perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.
Menurut wcljatno perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat
dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu jika

melanggar peraturan tersebut.




e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx, Hal 00-00

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan
secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat
tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat
termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik

dapat dipidananya si pembuat.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan pelanggaran

Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan
adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran
dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan rechtdelicten,
sedangkan pelanggaran dengan wet delicten. Rechtdelicten dikaitkan dengan perbuatan yang
oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan
wetdelicten dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru

merupakan tindak pidana. Contohnya Pasal 344 KUHP.
5
2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil dan delik materiil, Delik formil adalah delik yang penekanannya pada
dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah
delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka

perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187.
3. Delik Dolus dan delik Culpa

Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur
kesengajaan, contohnya : Pasal 187 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang
mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195 KUHP.

4. Delik Commissionis dan delik Omissionis

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik

ini dilakukan den tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun
formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik Omissionis adalah delik yang berupa
pelanggran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena

tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang




tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu

pertolongan.

5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian

Pengertian tindak pidana dalam buku Pengantar Kriminologi dan Viktimologi
diartikan sebagai sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak
kejahatan. Unsur yang palingfundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana
ialah unsur kesalahan. Penilaian bahwa adanya kesalahan dalam hukum pidana akan
menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berkaitan dengan
asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam pengertian sosial-ethis, kesalahan merupakan suatu
hubungan mental yang ada antara seorang dengan suatu perbuatan beserta memiliki akibat

sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat 29 dipertanggungjawabkan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana juga
semakin berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dengan bergesernya pengertian
kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dari yang awalnya hanya menitikberatkan pada
perbuatan orang dan akibat hukumnya (daad strafsrecht), menjadi perbuatan orang,
akibatnya, dan orang yang melakukan perbuatan (daaddaderstrafsrecht), yang penjatuhan

pidanya memiliki syarat adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut.
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan

pribadi terhadap pelau hukum pidana. Dalam kesalahan terdapat keadaan psikis pelaku dan
hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemkian rupa, sechingga

berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan
hukum merupakan segi luamnya, yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi
dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Berkaitan dengan
kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, dapat disimpulkan
bahwa kesalahan memiliki unsur yang berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dan
perbuatannya yang dilakukan secara disengaja atau tidak sengaja atau dikarenakan kelalaian

tetapi harus tetap dipertanggungjawabkan. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yakni:
1. Kesengajaan

Kesengajaan (opzet) mcrupﬁan unsur yang kebanyakan dimiliki oleh kebanyakan tindak
pidana. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:
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2. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)

3. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn)
4. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis)

5. Kelalaian

Kelalaian ialah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak
memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan menurut undang-undang. EY Kanter
mendefinisikan kealpaan atau kelalaian adalah salah satu dari bentuk kesalahan, yang
bentuknya lebih ringan daipada kesengajaan. Kesengajaan merupakan suatu akibat yang
timbul karena dikehendaki pelaku, sedangkan kealpaan justru akibat dari suatu perbuatan

yang tidak dikehendaki pelaku walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Kelalaian merupakan kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan
hukum yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti
kesengajaan, yaitu kurang kehati-hatian sehingga akibat yang tidak sengaja itu terjadi.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

Kealpaan perbuatan, dimana hanya dengan melakukan perbuatannnya hal itu sudah
menjadi suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan

tersebut sebagaimana di ketentuan Pasal 205 KUHP;

Kealpaan akibat, dimana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan
akibat yang dilarang oleh hukum pidana maka itu adalah suatu peristiwa pidana. Misalnya

cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 359,360,361 KUHP.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap sadar terhadap hukum.
Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara dapat memberikan
kontribusi secara maksimal kepada pelaksana hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas
harus dipisahkan pelanggaran dan kejahatan, karena yang terjadi pada saat kecelakaan lalu
lintas kejahatan terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh

kelalaian atau kealpaan.
Tinjavan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat dan

Undang-Undang yang Mengatur

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan




Jalan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidka diduga dan disengaja

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan Eak
disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun penggunaan jalan
lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebut juga

fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia).

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan,
diharuskan untuk mempertanggungjawabk% perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan
merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 (UU LLAJ)

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-
Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang
diluar kodifikasi, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur

beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di

jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang
tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya
wajib mengenakan sabuk keselamtan dan mengenakan helem yang memenuhi standar

nasional Indonesia.

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib
mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia Setiap orang yang
mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa

penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pembangunan yang ada di Indonesia merupakan proses modernisasi untuk
menciptakan kesejahteran bagi masyarakat, tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan
yang dimana salah satu kekurangannya ialah kemacetan. Kemacetan diakibatkan tingginya

jumlah kendaraan yang pada akhirnya membuat pengguna jalan raya tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya memberi dampak negatif yang tinggi seperti

tingginya beban psikologis. yang mengakibatkan stress berkepanjangan yang mneimbulkan
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kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan jewajibannya sebagai pengguna jalan raya
yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat

dihindari dengan tetap sadar terhadap hukum.
3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ya.ﬁ dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
g terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan

dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas
Polresta Deli Serdang yang berada di J1. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara

Indonesia.
Metode pengumpulan data éialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh

peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak
diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket,
wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan

salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara
analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-
cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis
atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata
bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran

sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang

Mengakibatkan Kematian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I,
memuat tentang “Ketentuan-ketentuan Umum” (Algemene leerstukken), artinya: Ketentuan-
ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman

pidana), baik yang disebut dalam Buku II dan Buku III, maupun yang disebut dalam undang-




undang lain. Buku II, memuat tentang “Kejahatan”. Buku III, memuat tentang

“Pelanggaran”.!

Disamping ini ada ajaran-ajaran atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan hukum
pidana, yang tidak termuat dalam suatu undang-undang, seperti misalnya mengenai
“Kesengajaan” (Dolus/Opzet) dan hal “Kelalaian” (Culpa), yang diisyratkan dalam berbagai
peraturan hukum pidana, termasuk pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sendiri?> Adakalanya suatu akibat dari tindak pidana begitu berat serta merugikan
kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil,
terutama oleh ahli waris korban, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati
menyebabkan orang lain meninggal, tetapi tidak mendapatkan hukuman yang semestinya
sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Dalam praktek tampak, apabila seorang
pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal,
banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku,
sehingga babak belur. Kelalaian ini menimbulkan adanya beberapa “Culpa Delicten”, yaitu

&

tindak pidana yang berunsur “culpa” atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya
hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “Doleuze

Delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Ketcntuanﬁtcntuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkankorbannya
meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua

tentang kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:*

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.
Adapun Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut diatas, yaitu:
1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik
sebagai subjek hukum yang telah melakukan delik tersebut danmemiliki kemampuan
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek

hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada

'R. Soesilo, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya
Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 191
? Wirjono Prodjodikoro, Op Cit him.3
7 Lihat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yangdidakwakan melakukan delik.*
2) Karenakelalaian

Dalam unsur ini, bahwa matinya korban merupakan_akibat dari kelakuan yang tidak
dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat). Van Hamel berpendapat, bahwa
kealpaan (culpa) mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:’

a. Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
b. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons berpendapat sama dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi
kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya
akan timbul akibat. Kedua syarat diatas menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa
kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari
sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku
dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali
tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga

terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.
3) Menyebabkan matinya orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang

harus dipenuhi, yaitu:®
a. Adanya wujud dari perbuatan.
b. Adanya suatu kematian (orang lain).

c. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dengan

akibat kematian orang lain.

Adam Chazawi menyatakan, kalimat “Menyebabkan orang mati” tidak berbeda
dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari Pasal 338 KUHPidana (pembunuhan).

Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kelalaian dalam bentuk

i Pipin Syarifin, 2010, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 44
3 Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him.201
% Andi Hamzah 2008, Op Cit hlm. 38




kurang berhati-hati (culpa).’

Matinya orang dalam Pasal 359 KUHPidana ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh
terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati
atau lalainya terdakwa (culpa), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan
(Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana). Pasal 359 KUHPidana ini menjelaskan bahwa
kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan tidak menyebutkan
perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya. Selanjutnya dalam Pasal 360 KUHPidana,

dinyatakan bahwa:®
(1) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-

lamanya 1 (satu) tahun.

(2) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga
orang itu n'ﬁ'ljadi sakit sementara atau tidak menjalankan jabatannya atau pekerjaannya
sementaraéihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau
hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-

tingginya Rp. 4.500.-.

Pasal 360 KUHPidana ini berkaitan dengan Pasal 359 KUHPidana, bedanya bahwa
akibat dari Pasal 359 KUHPidana adanya “Matinya orang”, sedangkan akibat dalam Pasal
360 KUHPidana adalah ayat (1) mengenai luka berat dan ayat (2) akibatnya adalah luka

sedemikian rupa

Selain diatur mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam kebijakan
manajemen dan rekayasa lalu lintas, juga telah diatur secara terperinci mengenai kegiatan-
kegiatan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap pengemudi/pengendara kendaraan
bermotor di jalan raya, antara lain, menyangkut penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas
kendaraan bermotor. kelengkapan kendaraan bermotor, kelengkapan pengemudi bermotor
dalam administrasi surat izin mengemudi, kendaraan berhenti dan parkir, kecepatan
maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor. Perusahaan Angkutan Umum wajib
membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada “Rencana Umum Nasional

7 Adami Chillilwl 2, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hm. 125
¥ Lihat Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan™ (RUNK LLAY).?

Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi
terjadinya kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem keselamatan LLAJ. Alat pemberi
informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi

persyaratan:'?

a. Gelombang harus dapat diterima tanpa terputus-putus dalam segala cuaca;

b. Secara otomatis dapat mengirimkan sinyal ke pusat kendali;

c. Dapat menyimpan data yang setiap saat dapat digunakan sebagai bahananalisa;
d. Tetap berfungsi dalam kondisi terendam air dan terbakar; dan

e. Didukung oleh jaringan penyelenggara telekomunikasi.

Keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dikemukakan di atas, adalah merupakan suatu
kebijakan yang sangat positif untuk dapat diwujudkan, dalam rangka pemenuhan tertib lalu

lintas di jalan raya, sehingga kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat terhindar.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam menentukan
sanksi pidana terhadap pelaku ﬁl&k pidana kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan kematian Putusan 1271/Pid .Sus/2022/PN/Lbp

Dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian,
hakim memiliki peran penting dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa.
&lam putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
tersebut. Pertimbangan ini mencakup aspek hukum, fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan, dan prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam setiap putusan.

Berikut adalah uraian faktor-faktor tersebut:

Pertama, faktor yang berkaitan dengan kelalaian terdakwa. Hakim empertimbangkan
sejauh mana kelalaian terdakwa menjadi penyebab langsung kecelakaan yang menewaskan

korban. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti mengemudikan kendaraannya dalam keadaan

9 Reza A Simanjuntak, 2016, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu
Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009,
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vo.2 No. 6§8m. 7

10 Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan
Angkutan Jalan




lelah dan mengantuk, yang menyebabkan kehilangan kendali atas mobilnya dan akhirnya
menabrak beberapa kendaraan serta seorang pejalan kaki. Dalam konteks hukum pidana,
kelalaian ini sangat serius karena mengabaikan tanggung jawab sebagai pengemudi untuk
memastikan keselamatan di jalan raya. Hakim mengevaluasi bahwa terdakwa seharusnya
mengetahui kondisi fisiknya yang tidak prima dan mengambil langkah-langkah pencegahan,
seperti berhenti beristirahat atau tidak melanjutkan perjalanan hingga kondisi tubuhnya
kembali normal. Kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain dikategorikan sebagai
tindak pidana yang serius, dan hakim memberikan perhatian penuh terhadap fakta bahwa

terdakwa telah mengabaikan kewaspadaan yang dibutuhkan saat mengemudi.

Kedua, hakim mempertimbangkan akibataiatal dari kecelakaan tersebut, yaitu
kematian korban. Dalam kecelakaan ini, dua orang korban meninggal dunia akibat luka-luka
yang diderita, yakni Suani Irmayani dan Muhammad Galih Hidayat. Pengadilan menganggap
bahwa kematian ini merupakan akibat langsung dari tindakan terdakwa, sehingga menjadi
salah satu faktor yang sangat memberatkan dalam penentuan sanksi pidana. Dalam hukum
pidana, akibat dari sebuah tindak pidana memiliki bobot yang sangat penting, terutama ketika
melibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hakim dalam perkara ini sangat&rhati-hati untuk
memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan kerugian yang dialami oleh
para korban dan keluarga mereka. Kematian korban menambah dimensi keseriusan dalam
perkara ini, yang menuntut hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat sebagai

bentuk tanggung jawab pidana.

Selanjutnya, rekam jejak terdakwa juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan
oleh hakim. Dalam kasus ini, terdakwa dinilai belum pernah dihukum sebelumnya, yang
berarti tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Ini menjadi salah satu &(mr yang
meringankan dalam penjatuhan sanksi pidana. Pengadilan umumnya cenderung memberikan
hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak
pidana, terutama jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus atas perbuatannya.
Namun, meskipun tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, hakim tetap harus
mempertimbangkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban.

Dengan demikian, faktor rekam jejak terdakwa hanya berfungsi sebagai salah satu

pertimbangan untuk meringankan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab hukum yang harus

dipikul oleh terdakwa.
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Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa.
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sering kali menciptakan trauma
psikologis bagi keluarga korban, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Hakim perlu
mempertimbangkan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan
tidak hanya bagi terdakwa dan korban, tetapi juga bagi masyarakat luas. Putusan pengadilan
diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pengemudi lain untuk lebih
berhati-hati dalam berkendara. Faktor dampak sosial ini penting untuk mencegah terulangnya
kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian, serta untuk menumbuhkan kesadaran
akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang
diambil mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk merasa aman dan

terlindungi saat berada di jalan.

Terakhir, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu untubmemberikan
efek jera (deterrent effect), baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat luas. Dalam konteks
ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai pemberi hukuman, tetapi juga sebagai pengarah bagi
masyarakat agar dapat belajar dari kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pidana penjara yang
dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat akan
pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengemudi dalam keadaan lelah atau
mengantuk. Di sisi lain, sanksi pidana juga diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa
agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Dengan menjatuhkan pidana yang
sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, hakim bertujuan untuk menegakkan keadilan

serta melindungi masyarakat dari bahaya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian.

Penerapan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 359 KUHP terkait dengan kasus kecelakaan
lalu lintas yang  mengakibatkan  kematian, seperti dalam  Putusan
1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp

Penerapan Pasal 310 ayat (4) Undanﬁ-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
altas dan Angkutan Jalan serta Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KH—IP)
dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, seperti yang terlihat dalam
Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, mengungkapkan sejumlah aspek penting yang
perlu dipahami dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus tersebut,

terdakwa Parbuttian Banjarnahor dinyatakan bersalah karena kelalaiannya menyebabkan




kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dua orang, yaitu Suani Irmayani dan

Muhammad Gali Hidayat.
Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas

menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan pidana penjara
maksimal enam tahun. Pasal ini, sebagai bagian dari kerangka hukum nasional, bertujuan
untuk menegakkan tanggung jawab para pengemudi di jalan raya serta memberikan efek jera
bagi mereka yang lalai. Dalam penerapan pasal ini, penting untuk memperhatikan unsur-
unsur kelalaian atau kealpaan (culpa) yang harus dipenuhi agar seseorang dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam kasus ini, kelalaian terdakwa diakui oleh terdakwa sendiri di persidangan.
Terdakwa Parbuttian Banjarnahor, sebagai sopir yang bertanggung jawab atas kendaraan
yang ia kendarai, tidak berhati-hati schingga menyebabkan kecelakaan fatal. Keterbukaan
terdakwa dalam mengakui kesalahannya, serta adanya sikap kooperatif dan penyesalan yang
ditunjukkan selama persidangan, menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan
hukuman terdakwa. Selain itu, terdakwa dan pihak korban juga telah melakukan perdamaian,
sebuah tindakan yang sering kali berperan dalam mempengaruhi putusan pengadilan dalam
kasus-kasus pidana di Indonesia, terutama yang bersifat delik aduan atau memiliki aspek
restoratif. Perdamaian ini menunjukkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak, meskipun

tidak menghapuskan tanggung jawab pidana terdakwa secara keseluruhan.

Selain Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas, Pasal 359 KUHP juga relevan
dalam kasus ini. Pasal 359 KUHP mengatur bahwa seseorang yang karena kelalaiannya
menyebabkan kematian orang lain dapat dikenai hukuman pidana. Pasal ini mencakup situasi
yang lebih luas, tidak hanya dalam konteks lalu lintas, tetapi juga dalam berbagai aktivitas
yang mengandung risiko kelalaian. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penerapan Pasal 359
KUHP sering digunakan sebagai pasal alternatif atau pendamping dari Pasal 310 ayat (4),
terutama untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum kelalaian dapat dijangkau dengan
tepat. Hal ini terlihat dalam banyak kasus serupa di pengadilan, di mana kedua pasal ini
diterapkan bersamaan atau secara alternatif, tergantung pada bukti yang ada dan konteks

kecelakaan.

Dalam konteks penerapan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Pasal 359 KUHP,

hakim juga harus mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan yang dilakukan
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terdakwa dan dampak dari tindak pidana tersebut. Meskipun terdakwa mengakibatkan
kematian dua orang, ada sejumlah faktor yang menunjukkan bahwa kecelakaan tersebut tidak
sepenuhnya disengaja, melainkan terja&ka:ena kelalaian yang tidak disadari oleh terdakwa
pada saat mengemudikan kendaraan. Oleh karena itu, hukuman penjara selama satu tahun
enam bulan yang dijatuhkan dianggap sesuai dengan tingkat kelalaian yang dilakukan,
mengingat bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berupaya memperbaiki

kerugian yang ditimbulkan melalui perdamaian dengan keluarga korban.
Pertimbangan lain yang terkait dengan prosedur hukum adalah mengenai barang bukti

yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Hakim memutuskan bahwa barang-barang
tersebut, termasuk kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan korban, serta surat-surat
terkait, harus dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris. Keputusan ini mencerminkan
prinsip restitusi dalam hukum pidana, di mana pihak-pihak yang terkena dampak secara
langsung dari tindak pidana berhak untuk mendapatkan kembali harta benda mereka yang
terkait dengan peristiwa tersebut. Dalam hal ini, kendaraan yang digunakan oleh korban dan
terdakwa dikembalikan kepada pihak yang berhak setelah selesai diperiksa sebagai barang
bukti dalam persidangan.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan beban biaya perkara yang harus
dibayarkan oleh terdakwa. Meskipun jumlahnya kecil, yaitu Rp2.000,00, keputusan ini
menunjukkan bahwa setiap proses hukum, termasuk yang melibatkan kasus pidana, harus
diakhiri dengan pengaturan administratif yang jelas, termasuk mengenai tanggung jawab
terdakwa untuk menanggung biaya perkara. Ini adalah bagian dari prosedur standar dalam
setiap putusan pengadilan, dan meskipun nominalnya tidak besar, hal ini tetap merupakan

bagian dari tanggung jawab pidana yang harus dipenuhi oleh terdakwa.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kasus ini memperlihatkan
keseimbangan antara penerapan hukum secara tegas terhadap kelalaian yang menyebabkan
hilangnya nyawa dan pertimbangan kemanusiaan terhadap kondisi terdakwa. Pengadilan
berupaya menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan semua aspek, baik dari sisi
korban maupun terdakwa. Dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan, hakim
menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang
diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas, meskipun tetap memperhatikan seriusnya

akibat dari kelalaian terdakwa yang menyebabkan kecelakaan fatal.




5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan Pasal 310 ayat (4)
Undﬁg-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lal%intas dan Angkutan Jalan serta Pasal
359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kas& kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan kematian sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor
1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, dapat disimpulkan beberapa poin utama Kepatuhan Hukum dan
Prosedur: Proses hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas ini mengikuti prosedur yang
telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari pemeriksaan
tersangka hingga pengadilan. Tindakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip
keadilan, meskipun kasus ini melibatkan kematian akibat kelalaian. Proses tersebut meliputi
pemeriksaan tersangka, penerbitan surat perintah, dan pelimpaha%)erkas ke kejaksaan serta
pengadilan. Penerapan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 359 KUHP: Dalam kasus ini, penerapan
Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas yang mengatur tentang kelalaian dalam mengemudikan
kendaraan hingga menyebabkan kematian dan Pasal 359 KUHP yang mencakup kelalaian
yang mengakibatkan kematian, dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur kelalaian.
Terdakwa, Parbuttian Banjarnahor, dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan
kematian dua orang, yakni Suani Irmayani dan Muhammad Gali Hidayat.
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